
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN BOJONEGORO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian 
Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bojonegoro; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M­
IND/PER/ 10/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Unit 
Pelaksana Teknis Industri Kecil dan Menengah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); 

11. Peraturan Bupati Bojoegoro Nomor 67 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Kabupaten 
Bojonegoro(Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2017 Nomor 24); 



Menetapkan 

- 3 -

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN BOJONEGORO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro. 

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Bojonegoro. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas. 

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas Dinas. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

12. Kerajinan adalah sebutan bagi suatu benda hasil karya 
seni manusia. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
UPTD Industri Kayu dan Olahan Kayu Kelas B. 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

UPTD lndustri Kayu dan Olahan Kayu adalah unit 
pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional 
Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, 
mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan sesuai wilayah kerjanya yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD lndustri Kayu dan Olahan 
Kayu, terdiri dari: 
a. Kepala UPTD; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dalam 
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB IV 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
UPTD Industri Kayu dan Olahan Kayu 

Pasal 5 

UPTD Industri Kayu dan Olahan Kayu, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas: 
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a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional 

Pengembangan Kayu dan Kerajinan Kayu; 

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam 
bentuk pemotongan, pembelahan kayu gelondong, 

penghalusan, pembentukan bahan produksi, dan/ atau 
pengovenan kayu. 

c. melakukan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan 

kekayaan Daerah pada UPTD; 

d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan 

pengawasan bidang Pengembangan Kayu dan Kerajinan 

Kayu; 

e. memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan 
fasilitasi Pengembangan Kayu dan Kerajinan Kayu yang 

diselenggarakan oleh komunitas, masyarakat dan 
institusi lainnya; 

f. melaksanakan administrasi umum di bidang 
pengembangan kayu dan kerajinan Kayu; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 6 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Industri Kayu dan 

Olahan Kayu terdiri dari sejumlah pejabat fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional UPTD Industri 

Kayu dan Olahan Kayu ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 

Pasal 7 

( 1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya 
menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

(2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, 
membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi 
penyimpangan, melakukan tindakan yang diperlukan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada atasan 
langsung serta menyampaikan laporan berkala tepat 
pada waktunya. 
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(4) UPTD Industri Kayu dan Olahan Kayu dipimpin Kepala 
UPTD yang dijabat oleh Pejabat Strnktural Eselon IV.b. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) huruf i Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 

80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Badan Kabupaten Bojonegoro dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, 

Peraturan Bupati 

memerintahkan 

1m dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 13 Januari 2020 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 13 Januari 2020 

BUPATIB0J0NEGOR0, 

ttd. 

ANNA MU'AWANAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN B0J0NEGOR0, 

ttd. 

Dra. NURUL AZIZAH, MM 

BERITA DAERAH KABUPATEN B0J0NEGOR0 TAHUN 2020 N0M0R 8. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN B0J0NEGOR0, 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19690405 198809 2 001 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 8 TAHUN 2020 
TANGGAL : 13 JANUARI 2020 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
UPTD INDUSTRI KAYU DAN OLAHAN KAYU KELAS B 

KEPALA UPTD 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 
I I 

--- - GARIS KOMANDO 

I 
I 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
S&KRJtTARJSDA&RAH KABUPATRII BOJOlf&QORO 

/ 

Dra. llURUL AZIZAH, MM 
Pembina UtamaMuda 

NIP. 19690405 198809 2 001 


